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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap 

individu sejak dalam kandungan sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang 

bersifat universal dan abadi sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 

oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang . Disamping memiliki Hak Asasi 

Manusia, seitap individu juga memiliki Kewajiban Asasi Manusia (KAM). Kewajiban 

Asasi Manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan 

maka tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya Hak Asasi Manusia.  

 Perlindungan, penegakan, penghormatan dan pemajuan HAM dimaksudkan 

untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu Indonesia sebagai 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum 

untuk menjunjung tnggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi 

Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen 

internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara 

Republik Indonesia. 

 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu isu yang sangat 

penting dalam negara demokratis seperti Indonesia. Dalam rangka melindungi hak-

hak dasar warga negara, Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi, salah satunya 

adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

menjadi landasan hukum utama dalam penegakan dan perlindungan HAM di 
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Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang di 

Indonesia mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasinya, baik dari 

negara maupun pihak lain. 

 Pada hakikatnya, manusia  memiliki  10  hak dasar yang telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang terdiri dari ; hak untuk hidup, hak untuk   

mengembangkan diri, hak atas kebebasan diri, hak memperoleh  keadilan,  hak  atas  

rasa aman, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas  kesejahteraan, 

hak perempuan, hak anak, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Oleh karena 

itu pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, 

menegakkan  dan  memajukan  hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam  Undang-

Undang, Peraturan Perundang-Undangan dan hukum internasional tentang hak asasi 

manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.  

 Untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat terlindungi, Negara 

Indonesia melalui lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM 

yang berperan dalam menanggapi dan menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM. 

Salah satu unit yang bertanggung jawab di tingkat daerah adalah Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki tugas penting dalam menjamin hak 

asasi manusia di daerah serta menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM yang ada 

melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas). 
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Tabel 1.1. Jumlah Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM di Sumatera Selatan 

Tahun 

Jumlah Pengaduan Dugaan 

Pelanggaran HAM di Sumatera Selatan 

2020 41 

2021 21 

2022 44 

2023 24 

Sumber: Ditjen HAM, diakses pada 5 Desember 2024 

 Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah pengaduan dugaan 

pelanggaran Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Selatan masih fluktuativ. Pada 

tahun 2020 tercatat jumlah pengaduan sebanyak 41 kasus. Kemudian jumlah 

penerimaan pengaduan turun menjadi 21 kasus pada tahun 2021. Sementara pada 

tahun 2022, dimana jumlah pengaduan tertinggi selama empat tahun kebelakang 

dengan jumlah pengaduan sebanyak 44 kasus. Sementara itu pada tahun 2023, jumlah 

pengaduan dugaan pelanggaran HAM mengalami penurunan menjadi 24 kasus. 

Melihat permasalahan terkait jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di 

Sumatera Selatan masih fluktuativ, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan berperan penting dalam melaksanakan 

perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di provinsi tersebut dengan 

memberikan pelayanan Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di 

Provinsi Sumatera Selatan. Pelayanan ini melayani masyarakat dalam hal pengaduan 

dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak 

atau belum dikomunikasikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan 
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Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanannya, pelayanan Penanganan 

Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kekuatan hukum tetap 

(eksekutorial), melainkan hanya sebagai pengkoordinasi dan komunikasi dalam 

menjembatani para pihak yang diduga melakukan perbuatan pelanggaran Hak Asasi 

Manusia untuk diselesaikan melalui tahapan Standar Operasi Pelayanan (SOP). Pada 

akhirnya akan dihasilkan sebuah rekomendasi atau solusi atas pengaduan tersebut. 

 Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) dibentuk sebagai respons 

terhadap banyaknya pengaduan masyarakat dan tanggapan yang diterima dari 

pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta lembaga hak asasi manusia independen 

terkait dugaan pelanggaran dan isu hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) 2021-2025, Yankomas bertujuan untuk 

memberikan layanan kepada masyarakat dalam menangani permasalahan HAM, baik 

yang diangkat oleh individu maupun kelompok.   

 Selain aturan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga 

terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 yang mengatur 

pelayanan komunikasi publik terkait isu-isu HAM. Pembentukan Pos Yankomas ini 

bertujuan untuk lebih mendekatkan masyarakat yang diduga mengalami pelanggaran 

HAM dengan pemerintah sebagai bentuk penanganan yang lebih responsif.  

 Sebagaimana amanat dalam Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, 

pelaksanaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah tanggung jawab 

negara, secara rinci pemerintah.” Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian 
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Hukum dan HAM berinisiatif untuk mendorong peran aktif kantor wilayah di daerah 

dalam penanganan permasalahan HAM.  

 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki 

peran strategis dalam mencegah dan menangani berbagai dugaan pelanggaran HAM. 

Salah satu program yang diinisiasi oleh Kemenkumham untuk mendukung tugas ini 

adalah Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas). Program Yankomas 

dirancang untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aduan, 

laporan, atau informasi terkait dugaan pelanggaran HAM secara langsung kepada 

pemerintah. Melalui program ini, diharapkan terjadi sinergi antara pemerintah dan 

masyarakat dalam menciptakan kondisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. 

 Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) di tingkat provinsi yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 

menunjukkan peran strategis dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah 

dalam hal perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Di beberapa provinsi, 

pelaksanaan Yankomas masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan 

sumber daya manusia, rendahnya tingkat literasi HAM di kalangan masyarakat, serta 

kurang optimalnya sinergi antarinstansi dalam menindaklanjuti pengaduan. Meskipun 

demikian, berbagai upaya peningkatan kualitas layanan terus dilakukan, seperti 

melalui digitalisasi sistem pelaporan, peningkatan kapasitas petugas, dan 

pembentukan tim Yankomas yang lebih responsif dan profesional. Keberadaan 

Yankomas di tingkat provinsi menjadi sangat penting untuk mendeteksi dini potensi 

pelanggaran HAM serta memberikan ruang komunikasi yang terbuka antara 

masyarakat dan pemerintah. 



6 
 

 Evaluasi program penting untuk melihat seberapa efektif sebuah program, 

maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan 

pelayanan komunikasi masyarakat dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran Hak 

Asasi Manusia yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Masyarakat Sumatera Selatan dengan menggunakan teori Efektivitas menurut 

Duncan dalam (Steers, 2012) yang menjelaskan bahwa efektivitas dapat diukur 

melalui tiga fokus, yaitu : a) pencapaian tujuan, b) integrasi, dan c) adaptasi. Penelitian 

ini dapat berkontribusi bagi kajian pelayanan penanganan dugaan pelanggaran Hak 

Asasi Manusia. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis menemukan permasalahannya yaitu 

“Bagaimana efektivitas pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) 

di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam 

menyelesaikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)?” 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas pelaksanaan 

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam menyelesaikan 

dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 
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 1.3.2. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 

administrasi publik, hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Studi ini 

dapat menjadi referensi tambahan untuk memahami efektivitas 

pelaksanaan program pemerintah berbasis partisipasi masyarakat, 

seperti Yankomas, dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM. 

Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai 

implementasi kebijakan pelayanan publik di tingkat daerah, khususnya 

dalam konteks pelayanan HAM. 

 

b) Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam 

meningkatkan kualitas program Pelayanan Komunikasi Masyarakat 

(Yankomas). Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan 

kepada masyarakat dan organisasi masyarakat sipil tentang pentingnya 

peran Yankomas sebagai sarana advokasi dan penyelesaian 

pelanggaran HAM, sehingga dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam program tersebut. 

  

 



77 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abimayu Satria Yoga. (2019). Efektivitas Layanan E-Samsat Riau Dalam Upaya 

Peningkatan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi 

Riau (Studi Kasus Upt Pengelolaan Pendapatan  Simpang Tiga Bapenda 

Provinsi Riau) . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . 

Azwar, S. (2012). Reliabilitas dan Validitas. Pustaka Belajar. 

Creswell, W. J. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

Mixed. Pustaka Belajar. 

Gaffar, M. F., Wibowo, G. D. H., & Cahyowati, R. (2021). Executorial Strength of 

Community Communication Services Recommendations in Settlement of Case 

Assumptions of Human Rights Violations. International Journal of Multicultural 

and Multireligious Understanding, 8(3), 186. 

https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i3.2413 

Hetharie, Y., & Hetharie, Y. (2022). Human Rights Violation Settlement by Regional 

Office of Ministry of Law and Human Rights In Maluku Province Through Public 

Communication Service. Balobe Law Journal, 2(2), 58. 

https://doi.org/10.47268/balobe.v2i2.1093 

Ilham, R. (2018). Pelayanan Terhadap Pengaduan Masyarakat di Kantor Wilayah 

Kementrian Hukum dan HAM SUMBAR Sebagai Bentuk Pelayanan Komunikasi 

Masyarakat (YANKOMAS). Universitas Andalas. 

Indrawijaya, A. (2000). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Sinar Baru 

 Algesindo. 

Ketut, N., Masdewi, S., Ayu, I., Widiati Dan I, P., & Sutama, N. (2020). Penyelesaian 

Dugaan Pelanggaran Ham pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham 

Provinsi Bali. Jurnal Analogi Hukum. https://doi.org/10.22225/.2.1.1624.98-103 

Madjid, O., & Kalangi, L. (2015). The Effectiveness Of Tax Collection With A 

Reprimand Letter And Forced Letter Of The Income Tax Revenue In The Tax 



78 
 

Office Pratama Bitung. Jurnal EMBA, 478, 478–487. 

Miles, M. ., & Huberman A.M. (1984). Analisis Data Kualitatif. Penerbit Universitas 

Indonesia. 

Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. 

Nugroho, H., & Wibowo, A. S. (2020). Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian 

Permasalahan HAM Oleh Pelaksana Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil 

Menkumham DKI Jakarta. Jurnal Hukum Adigama, 3(1). 

Ode Husen, L., Ya, M., & Arifin,  rif. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat Pada Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Barat. 

Journal of Lex Generalis (JLS, 2(8). 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-

Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of 

Retailing. 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2022 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 

Plaituka, S. B. (2017). Penanganan Pelanggaran Ham Oleh Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Dan HAM Nusa Tenggara Timur Melalui Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat. Jurnal Rechtsvinding, 6(1). 

Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan 

Keunggulannya. PT. Grasindo. 

Roza, P., & Rahman Hakim, A. (2024). Pelayanan Pengaduan Hak Asasi Manusia 

(HAM) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Provinsi Riau. Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora,3. 

https://publisherqu.com/index.php/pediaqu 

Sari, N., Pagala, A., & Idzhar, M. (2023). Efektivitas YANKOMAS Terhadap 

Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur Perspektif Al Maslahah Al Mursalah. 

QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 7(2), 242–253. 



79 
 

https://doi.org/10.21093/qj.v7i2.7363 

Shabrina, M. A., & Hertati, D. (2024). Efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran 

HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. 

NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 469–479. 

https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.184 

Steers, R. M. (2012). Efektivitas Organisasi. Bumi Aksara. 

Tika H. Moh. Pabundu. (2006). Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja 

 Perusahaan, Cetakan Pertama, PT. Bhumi Aksara, Jakarta. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Wulandari, U., & Simon, H. J. (2019). Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap 

Kualitaspelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan medan 

Perjuangan. Jurnal Publik Reform. 

Zulfikri, Z., & Abdul, N. (2020). Efektivitas Peran Account Representative Dalam 

Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah . Universitas Bina 

Darma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


